BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR |5 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRASARI RENGAT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuaan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada
Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentuan Daerah
Tingkat Il Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);




7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23
Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH INDRASARI RENGAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat yang selanjutnya disebut RSUD
Indrasari Rengat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecuali dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian
laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah
rangkaian sistematik dari prosedur, penvelenggara, peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
Laporan keuangan Pemerintah.

Kebijakan Akuntansi BLUD adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yvang berlaku .

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum
Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih /kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan
SAL akhir.

Neraca adalzah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan- LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang  terdiri dari
ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO,
LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi
dan Kklasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah
organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan
independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan
bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
Rumah Sakit.




Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar dan pedoman implementasi
dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, petanggungjawaban dan
pelaporan keuangan BLUD RSUD Indrasari Rengat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar terciptanya sebuah proses kerja yang
efektif dan efisien serta akuntabel bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Penerbit/Penguji SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Penyusunan Laporan Keuangan serta Pengelola Keuangan lainnya di lingkungan
BLUD RSUD Indrasari Rengat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Indrasari Rengat;
b. SAK BLUD BLUD RSUD Indrasari Rengat; dan

c. BAS.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD
Pasal 5

(1) Kebijakan akuntansi BLUD diterapkan berdasarkan SAP dan mengacu
kepada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

(2) Kebijakan akuntansi BLUD terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan
keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
Pernyataan SAP atas ;

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP,

BAB III
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUD
Pasal 6

(1)  SAK BLUD diterapkan mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah.

(2) BLUD RSUD Indrasari Rengat menerapkan sistem akuntansi keuangan, yang
menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas,
manajemen, dan transparansi.

(3) SAK BLUD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan- LO, beban, pendapatan- LRA, belanja, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi seérta penyusunan laporan
keuangan BLUD.

(4) SAK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik
sebagai berikut:

a. basis akuntansi yang digunakan pengelola keuangan BLUD adalah basis
akrual;

b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
dan

c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip
pengendalian intern sesuai praktek bisnis yan g sehat.




Peri

Pasal 7

ode akuntansi dalam masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 8

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan
pelayanannya, RSUD Indrasari Rengat menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Semesteran dan Tahunan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan
keuangan yang disusun berdasarkan SAP.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk
selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan
pemerintah daerah.

Laporan keuangan BLUD RSUD Indrasari Rengat berdasarkan SAP meliputi :
laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan SAL:

neraca;

laporan operasional;

laporan Arus Kas

laporan perubahan ekuitas;

catatan atas laporan keuangan.
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Pasal 9

Sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan diaudit oleh BPK RI sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen

(2)

yang ditunjuk oleh RSUD Indrasari Rengat dengan persetujuan Dewan
Pengawas BLUD.

Pasal 10

BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi pedoman bagi
BLUD dalam melakukan kodefikasi mencakup akun-akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan
level 5, meliputi:

level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan

. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan
transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

Qo op

D




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan BAB IX Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Bagian Kesatu yang mengatur mengenai Laporan
Keuangan dan Bagian Kesatu yang mengatur mengenai Laporan Keuangan dan
Bagian Kedua yang mengatur mengenai Laporan Keuangan untuk keperluan
integrasi/konsolidasi dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat (Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
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